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UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH 
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN 
TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG 

 ABSTRAK : - Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang membahayakan ideologi 
negara, keamanan ruegata, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan 
berbagai aspek kehidupan bcrmasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta 
bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki 
tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, 
terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila 
dan UUD 1945. Guna memberikan landasan hukum yang  menjamin 
pelindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana 
terorisme, yang memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam 
masyarakat, perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi 
Undang-Undang. 
 

- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945; 
UU No. 15 Tahun 2003.  

 
- Undang-Undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 15 Tahun 

2003, materi muatan yang diatur dalam UU ini antara lain: kriminalisasi terhadap 
modus baru Tindak Pidana Terorisme seperti jenis Bahan Peledak, mengikuti 
pelatihan militer/ paramiliter/ pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar 
negeri dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme; pemberatan sanksi 
pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Terorisme, baik permufakatan jahat, 
persiapan, percobaan, dan pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana 
Terorisme; perluasan sanksi pidana terhadap Korporasi yang dikenakan kepada 
pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengarahkan Korporasi;  
penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor 
dalam jangka waktu tertentu;  kekhususan terhadap hukum acara pidana seperti 
penambahan waktu penangkapan, penahanan, dan perpanjangan penangkapan 
dan penahanan untuk kepentingan penyidik dan penuntut umum, serta 
penelitian berkas perkara Tindak Pidana Terorisme oleh penuntut umum; 
pelindungan Korban sebagai bentuk tanggung jawab negara; pencegahan 
Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan 
fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh Badan 
Nasional Penanggulangan Terorisme; dan kelembagaan Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme, peran Tentara Nasional Indonesia, dan 
pengawasannya. 
 

CATATAN  1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2018; 



2. Peraturan pelaksanaan dari UU ini harus ditetapkan paling lama 1 tahun sejak 
UU ini diundangkan; 

3. Penjelasan 19 halaman. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


